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ABSTRAK

Peraturan-peraturan  dan  ketentuan  hukum  di  Indonesia  telah  mengatur
masalah  pembatalan  perkawinan.  Untuk  melaksanakan  suatu  perkawinan  harus
memenuhi  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan  agama  maupun  oleh  Undang-
Undang Perkawinan. Apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka
akad  terus  dilanjutkan,  tetapi  apabila  ternyata  belum  memenuhi  syarat-syarat,
maka pelaksanaan pernikahan harus  ditangguhkan terlebih dahulu.  Apabila  ada
penghalang perkawinan maka harus  dicegah.  Bahkan jika perkawinan terlanjur
telah  dilaksanakan  dapat  diajukan  pembatalannya.  Di  Pengadilan  Agama
Banjarnegara  telah  terjadi  perkara  pemalsuan  identitas  dan  salah  sangka  yang
akhirnya  oleh  Majelis  Hakim  perkawinan  tersebut  dibatalkan.  Perkara  yang
dimaksud adalah pemalsuan identitas calon suami, calon istri  dan adanya salah
sangka terhadap calon mempelai  pria.  Perkara pertama adalah  perkara  Nomor:
808/Pdt.G/2002/PA.Ba antara SK (Penggugat) melawan MF (Tergugat I) dan SY
(Tergugat II) yang merupakan pemalsuan identitas suami. MF yang masih menjadi
suami dari SK, menikah lagi dengan SY tanpa ijin dari SK sebagai istri pertama
dan tanpa ijin dari Pengadilan Agama bahwa ia akan berpoligami. Perkara kedua
dengan  Nomor:568/Pdt.G/2005/PA.Ba  antara  AK  (Penggugat)  melawan  AT
(Tergugat I) dan AM (Tergugat II) merupakan perkara pemalsuan identitas calon
istri, dimana AM mengaku masih perawan , padahal ia telah menjadi istri yang sah
dari  seorang  pria  bernama  TY.  Perkara  ketiga  dengan  Nomor:
691/Pdt.G/2002/PA.Ba antara  SKD (Penggugat)  melawan SR (Tergugat  I),  SM
(Tergugat  II),  SA (Tergugat  III),  dan  HS  (Tergugat  IV)  berhubungan  dengan
terjadinya  salah  sangka  terhadap  calon  mempelai  pria.  Pada  saat  pernikahan
dilangsungkan, calon mempelai pria digantikan oleh orang lain tanpa ada surat
kuasa yang sah dari SR (Tergugat I) sebagai calon mempelai yang asli.  Hal ini
dikarenakan SR tidak mau menikah dengan SM. Akan tetapi,  pernikahan tetap
berlangsung dengan SA sebagai pengganti SR.

Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  normatif,  yaitu  dengan  melihat
permasalahan tersebut dari sudut pandang al-Qur’an, Hadis} serta kaidah fiqhiyah,
dan pendekatan yuridis yaitu dengan melihat dari sisi perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia.

Setelah  dilakukan  penelitian  maka  dapat  diperoleh  data  bahwa
pertimbangan  hakim  dalam  menyelesaikan  perkara  pembatalan  itu  karena
pemalsuan  identitas  dan  salah  sangka.  Pertimbangan  hakim  ini  tidak  hanya
melihat  dari  alasan  pembatalan  perkawinan  yang  disebutkan  dalam  gugatan
penggugat, tetapi hakim juga mendengarkan keterangan dari pihak tergugat serta
melihat fakta-fakta yang ada. Hal ini sesuai dengan hukum beracara di pengadilan
agama  bahwa  hakim  harus  mendengar  kedua  belah  pihak,  tidak  boleh  hanya
mendengarkan satu pihak saja, sebab dari sinilah hakim dapat mengetahui akibat
yang akan ditimbulkan jika perkawinan tidak dibatalkan. 

Landasan hukum yang dipergunakan pada masing-masing perkara adalah :
1. Perkara Nomor:  808/Pdt.G/2002/PA.Ba :  Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 71  dan Pasal 74 Kompilasi Hukum
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Islam.
2. Perkara Nomor:  568/Pdt.G/2005/PA.Ba :  Pasal 9 Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 jo Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.
3. Perkara Nomor: 691/Pdt.G/2002/PA.Ba : Pasal 14 dan Pasal 29 ayat (2)

Kompilasi Hukum Islam serta kaidah-kaidah fiqhiyah.

Akibat  hukum  yang  ditimbulkan  pada  perkara-perkara  di  atas  adalah
sebagai berikut : Perkara pertama, anak hasil pernikahan MF dan SY tetap menjadi
anak  yang  sah  dari  keduanya.  MF  tetap  menjadi  suami  yang  sah  dari  istri
pertamanya,  SK.  Harta  yang  didapatkan  dari  hasil  pernikahan  mereka  dibagi
Perkara kedua, AM tetap menjadi istri yang sah dari TY. Pernikahan antara AM
dan  AT dianggap  tidak  pernah  ada.  Pernikahan  mereka  tidak  dikaruniai  anak.
Harta yang didapatkan dari  hasil  pernikahan merekapun dibagi.  Perkara ketiga,
pernikahan  SR  dengan  SM  dianggap  tidak  pernah  ada.  Anak  yang  sedang
dikandung  oleh  SM  tetap  menjadi  anak  dari  SR.  Tidak  ada  pembagian  harta
bersama karena keduanya tidak pernah tinggal bersama.
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yang selalu menyayangiku dan aku sayangi
Almamaterku tercinta
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan  transliterasi  Arab-Latin  dalam  penyusunan  skripsi  ini 

menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1987 No. 148 

1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Konsonan tunggal

Huruf

Arab
Nama Huruf Latin Keterangan

ا

ب

ت

ث

ج

ح

خ

د

ذ

ر

ز

Alif

Ba’

Ta’

Sa’

Jim

H a

Kha

Dal

Żal

Ra’

Zai

Sin

Tidak dilambangkan

B

T

Ś

J

H

Kh

D

Ż

R

Z

S

Tidak dilambangkan

Be

Te

Es (titik di atas)

Je

Ha (titik di bawah)

Ka dan ha

De

Zet (titik di atas)

Er

Zet

Es
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س
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ش

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ك

ل

م

ن

و

ه

ء

ي

Syin

S ad

D ad

T a

Z a

‘Ain

Gain

Fa’

Qaf

Kaf

Lam

Mim

Nun

Wau

Ha’

Hamzah

Ya

Sy

S

D

T

Z

‘_

G

F

Q

K

L

M

N

W

H

’_

Y

Es dan Ye

Es (titik di bawah)

De (titik di bawah)

Te (titik di bawah)

Zet (titik di bawah)

Koma terbalik (di atas)

Ge

Ef

Qi

Ka

El

Em

En

We

Ha

Apostrof

Ye
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A. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Nama Huruf Latin Nama

–َ– Fath ah a A

–ِ– Kasrah i I

–ُ– D ammah u U

Contoh:

kataba -   كتبَََ

żukira - ذ كرَِ   

2. Vokal Rangkap

Tanda dan huruf Nama Gabungan huruf Nama

ى ..َ.. Fath ah dan 

ya’

ai a dan i

و ....َ Fath ah dan 

wau

au a dan u

Contoh:

كيَفَْ - kaifa

هَوْلَ - haula

B. Maddah
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Harkat dan 

huruf
Nama Huruf dan tanda Nama

.َ..  اى  ..َ..
Fath ah dan 

alif atau ya’
ā a dan  garis di atas

∙∙ِ∙∙∙ ى Kasrah dan ya’ ī i dan garis di atas

∙ُ∙∙∙ و
D ammah 

dan wau
ū u dan garis di atas

Contoh:

qāla - قَالَ

ramā - رَمَى

qīla - قِيلَْ

yaqūlu - يقَـوْلُ

C. Ta’marbut ah

1. Ta’ marbut ah hidup

Ta’ marbut ah yang hidup atau mendapat harkat fath ah, kasrah dan d

ammah, transliterasinya adalah /t /.

Contoh:

raud - رَوْضَة  الْ طفـالْ atu al-at fāl

2. Ta’ marbut ah mati

Ta’ marbut ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah /h/.

Contoh:
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طلَـحَة - t alh ah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbut ah diikuti oleh kata 

yang  menggunakan  kata  sandang  al  serta  bacaan  kedua  kata  itu 

terpisah maka ta’ marbut ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

D. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

rabbanā - رَبنّـا

nazzala - نزَّلَ

ّالَبْرِ  - al-birr

E. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

ar-rajulu - الَرّجُلُ

asy-syamsu - الَشّمْسُ
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2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan 

sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula 

dengan bunyinya.

Contoh:

al-badī‘u - الَبْدَِيعُْ

al-jalālu - الَجَْللَُ

F. Hamzah

Dinyatakan  di  depan  bahwa  hamzah  ditransliterasikan  dengan 

apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah 

dan  di  akhir  kata.  Bila  hamzah  itu  terletak  di  awal  kata,  ia  tidak 

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

ta’khudūna   تـَأخُذوُْنَ

شَيْءٌ  syai’un

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah. 

Hanya  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  sudah 

lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang 

dihilangkan,  maka  dalam  transliterasi  ini  penulisan  kata  tersebut 

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:
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الرّازِقِينَْ خَيرُْ لهَُوَ اللهَ وَانِّ  - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

   Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

seperti apa yang berlaku dalam EYD diantaranya: Huruf kapital digunakan 

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama 

diri  itu  didahului  oleh  kata  sandang,  maka  yang  ditulis  dengan  huruf 

kapital  tetap  huruf  awal  nama  diri  tersebut,  bukan  huruf  awal  kata 

sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illār- rasūl -   وَماَ مُحَمّدٌ إلّ الرّسُوْل
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KATA   PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد   لله   رب   العالمين   أشهد   أن   ل  إله   إل  الله   وأشهد   أن

 محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى أله

. اما بعدوأصحابه أجمعين

Puji  syukur  penyusun  panjatkan  kehadirat  Allah  swt.  yang  telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya,  sehingga penyusun dapat menyelesaikan 

skripsi  ini.  Salawat  dan  salam  semoga  selalu  dilimpahkan  kepada  Nabi 

Muhammad saw beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Dengan penuh kerendahan hati  penyusun menyadari  bahwa tersusunnya 

skripsi  ini  adalah berkat  limpahan rahmat dan bimbingan dari  Allah swt.  serta 

bantuan dari berbagai pihak.

Untuk itulah dengan segenap kerendahan hati pula penyusun mengucapkan 

banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah bersusah payah membantu 

dan  mendukung  terselesaikannya  penyusunan  skripsi  ini,  berkat  bantuan  dan 

dorongan  dari  merekalah,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung 

penyusunan  skripsi  ini  dapat  diselesaikan.  Untuk  itu  dalam  kesempatan  ini 

perkenankanlah penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak   Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D   selaku  Dekan  Fakultas  Syari’ah 

UIN Sunan Kalijaga.

2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si selaku pembimbing I yang bersedia meluangkan 

waktunya  untuk  membimbing,  mengarahkan  serta  mengoreksi  demi 

terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Yasin Baidi, M.Ag selaku pembimbing II yang bersedia meluangkan 

waktunya  untuk  membimbing,  mengarahkan  serta  mengoreksi  demi 
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terselesainya penyusunan skripsi ini.

4. Bapak  dan  Ibu  Dosen  Fakultas  Syari’ah  UIN  Sunan  Kalijaga  yang  telah 

memberikan ilmu kepada penyusun

5. Ibunda tersayang Hidayati, SmHk, suami tercinta Supriyono dan adik-adikku 

yang  telah  memberikan  doa  dan  perhatiannya  sehingga  penyusun  dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

6. Bapak   Drs.H.  Munasib  Zainuri,  SH  selaku  Ketua  Pengadilan  Agama 

Banjarnegara  Kelas  IA dan  seluruh  stafnya  yang  telah   membantu  dalam 

pengumpulan data dan memberikan informasinya.

7. Teman-teman terdekatku Ana, Fajar, Dian, Ira, Emi, Jaya, Anas yang selalu 

memberikan  dukungan  dan  semangat  untuk  saya.  Terima  kasih  atas 

pertemanan, persahabatan, sekaligus persaudaraan yang kalian berikan, terima 

kasih atas kesediaannya mendengarkan seluruh keluh kesahku. 

8. Semua teman-teman angkatan 2003 AS I, semoga tetap kompak dan selalu 

semangat dalam kebersamaan.

Semoga amal baik yang telah diberikan akan mendapat balasan dari Allah 

swt. Amin Ya Robbal ‘Alamin. Akhir kata penyusun berharap semoga penyusunan 

skripsi  ini  dapat  berguna  dan  bermanfaat  bagi  diri  penyusun  sendiri  pada 

khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 26   Sya’ban   1428 H
        08 September 2007 M

Penyusun

Festina  Raini  Musfiani
NIM : 03350013
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A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan  adalah  fitrah  Illahi  yang  ditetapkan  atas  semua  makhluk

ciptaanNya, baik itu kepada manusia, tumbuhan maupun hewan. Bahkan fitrah

tersebut  juga  berlaku  bagi  sel  yang  paling  kecil  sekalipun.  Perkawinan

merupakan  salah  satu  cara  bagi  makhluk  hidup  untuk  mempertahankan

kelangsungan dan kelestarian hidupnya. Hakikat ini ditegaskan oleh al-Qur'an

antara lain dengan firmanNya :

1 ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

Ayat di atas menunjukkan bahwa dalam kehidupan jenis apapun di alam

ini, seperti binatang, pepohonan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, rerumputan

dan lain-lain termasuk manusia; diciptakan berpasang-pasangan, mempunyai

patner. Oleh karena itu, berpasang-pasangan merupakan sunnah Allah (fitrah

atau hukum alam), yang dari jenis apapun membutuhkannya.2

Wahbah  az-Zuhaili> mendefinisikan  perkawinan  sebagai  “akad  yang

membolehkan terjadinya  al-istimta>’ (persetubuhan) dengan seorang wanita,

atau melakukan  wat}’, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita

yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan” atau “akad

yang  telah  ditetapkan  oleh  syar’i  agar  seorang  laki-laki  dapat  mengambil

manfaat untuk melakukan istimta>’ dengan seorang wanita atau sebaliknya”.3

Salah satu pakar Indonesia, Sajuti Thalib sebagaimana dikutip oleh Amiur

1  Az\-Z|a>riya>t (51) : 49

2  Khoiruddin Nasution, Islam Tentang Relasi Suami dan Istri, Hukum Perkawinan
I  (Yogyakarta : Academia dan Tazzafa, 2004), hlm.15.

3  Wahbah az-Zuhaili>,  Al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu  (Damsyik:  Da>r al-
Fikr, 1989), VII : 29
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Nuruddin, mengatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan

kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang

perempuan  membentuk  keluarga  yang  kekal,  santun  menyantuni,  kasih

mengasihi, tentram dan bahagia.”4 Sedangkan Ibrahim Hoesin mendefinisikan

perkawinan sebagai “akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin

antara  pria  dan  wanita.”  Lebih  tegasnya,  sebagai  hubungan  seksual

(bersetubuh).5

Perkawinan  yang  disyariatkan  Islam  adalah  bingkai  agar  fitrah  yang

diciptakan Allah  pada manusia  dipergunakan di  jalan yang benar,  sehingga

mereka dapat menikmati  kesehatan badan dan kesehatan jiwa sekaligus. Te

rciptanya keluarga yang sakinah merupakan dambaan bagi setiap insan yang

melakukan perkawinan.

Perkawinan  yang  dianjurkan  Rasul  adalah  perkawinan  yang  didirikan

berdasarkan asas-asas Islam yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang

sah dan baik-baik, juga untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dalam

kehidupan dunia dan akhirat. Perkawinan merupakan salah satu bentuk perjanjian

yang kokoh dan suci yang harus dipertahankan keberadaannya. Allah berfirman :

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن

6منكم ميثاقا غليظا

4  Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia,
Studi  Kritis  Perkembangan  Hukum  Islam  dari  Fikih,  UU  No.1/1974  sampai  KHI   (Jakarta:
Prenada Media, 2004), hlm.40 

5  Ibrahim Hosein,  Fikih Perbandingan  Dalam Masalah Nikah,  Talak & Rujuk.
(Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971), hlm. 65

6  An-Nisa>’ (4) : 21
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Akan tetapi  terkadang dalam mengarungi  sebuah rumah tangga terdapat

persoalan-persoalan yang muncul dan mengakibatkan renggangnya hubungan

antara  suami-istri.  Kerenggangan  tersebut  timbul  karena  sering  terjadi

percekcokan dan perselisihan di antara mereka. Kondisi  seperti  ini semakin

membuka peluang perceraian.

Islam  memahami  dan  menyadari  hal  di  atas,  karena  itu  Islam

membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau perceraian itu di nilai lebih

baik daripada tetap berada dalam ikatan perkawinan. Walaupun maksud dari

perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan, tentu hal itu tidak

akan dapat  tercapai  dalam hal-hal  yang sudah tidak dapat  disesuaikan lagi.

Islam tidak mengikat mati perkawinan tetapi tidak mempermudah perceraian.7

Di  Indonesia,  setelah  diberlakukan  UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan,  untuk  terjadinya  perceraian  harus  didasari  oleh  alasan-alasan

tertentu dan dilakukan di depan sidang pengadilan.8

Seiring  dengan  perkembangan  dan  perubahan  zaman,  serta  semakin

kompleksnya  permasalahan hidup  yang dihadapi  manusia,  perpisahan  yang

terjadi  antara  pasangan suami-istri  tidak hanya berakhir  dengan perceraian,

melainkan  dapat  berakhir  pula  melalui  pembatalan  perkawinan.  Suatu

perkawinan dapat dibatalkan jika diketahui teradapat syarat atau rukun yang

tidak terpenuhi serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkara pembatalan perkawinan tidaklah sebanyak perkara perceraian. Hal

7  Djamil  Latief,  Aneka  Hukum  Perceraian  di  Indonesia (Jakarta:  Ghalia
Indonesia, 1985), hlm. 30

8  Muhammad Rofiq,  Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 1998),
hlm.268
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ini terlihat dari jarangnya perkara pembatalan perkawinan yang ditangani oleh

pengadilan-pengadilan  Agama  di  Indonesia.  Akan  tetapi,  jika  diperhatikan,

angka pembatalan perkawinan tetap ada meskipun tidak setiap tahun. Artinya,

meskipun berada pada jumlah yang sedikit, pembatalan perkawinan tetap ada.

Perkara   pembatalan  yang  biasanya  ditangani  oleh  pengadilan-pengadilan

Agama adalah tentang pemalsuan identitas para pihak,  baik dari  pihak istri

maupun suami. Selain itu ada juga tentang terjadinya salah sangka terhadap

para pihak.

Indonesia sebagai negara hukum yang mempunyai tanggungjawab melindungi

hukum setiap warga baik dalam bidang perdata maupun pidana, dituntut untuk

memberikan perlindungan hukum bagi  setiap warganya.  Hal  ini  mengandung

pengertian bahwa siapa saja berhak mendapatkan keadilan tanpa ada diskriminasi.

Salah  satu  wujud  untuk  menegakkan  keadilan,  kebenaran,  ketertiban  dan

kepastian  hukum  adalah  dengan  melalui  Pengadilan  Agama,  sebagaimana

disebutkan Pasal  17 dalam UU No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok

Kekuasaan  Kehakiman jo  UU No.4  Tahun  2004,  dinyatakan  bahwa masing-

masing  lembaga  peradilan  mempunyai  wewenang  memeriksa,  mengadili  dan

memutuskan perkara menurut kompetensi absolut dan relatif.

Pengadilan  Agama  berwenang  memeriksa,  mengadili  dan  memutuskan

perkara perdata di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam. Salah

satu kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah membatalkan perkawinan

yang tidak sehat.

Perkara  pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas
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IA9 menunjukkan angka yang cukup signifikan. Sepanjang tahun 2001-2006

PA Banjarnegara  telah  menangani  14  perkara  pembatalan  perkawinan  di

antaranya adalah perkara terjadinya salah sangka calon pengantin, pemalsuan

identitas calon suami dan istri serta adanya wali yang tidak berhak.10 Adapun

perkara yang penyusun angkat dalam skripsi ini adalah mengenai pemalsuan

identitas calon suami/istri dan terjadinya salah sangka yang dilakukan dengan

tujuan untuk memperlancar pernikahan yang dikehendaki, menutupi kesalahan

dan menjaga nama baik keluarga. Prosedur gugatan pembatalan perkawinan

sama seperti gugatan pada perceraian. Penggugat mengajukan gugatan dengan

mendaftar  ke  Kepaniteraan  Perkara.  Kemudian  pengadilan  akan  membuat

surat panggilan kepada para pihak untuk menghadiri persidangan yang telah

ditentukan waktunya.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan

menggunakan  dua  pendekatan,  yaitu  pendekatan  normatif  dan  yuridis.

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengacu pada

nash al-Qur’an, kemudian Hadis}, baru qaul fuqaha, kemudian kaidah-kaidah

fiqh.  Pendekatan  yuridis  adalah  pendekatan  dengan  menggunakan  tinjauan

hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pada  perkara  pemalsuan  identitas  dan  salah  sangka,  alat  bukti  yang

digunakan adalah alat bukti tertulis (surat),  berupa foto copy identitas, akta

nikah dan dispensasi nikah. Selain itu, ada saksi-saksi yang dihadirkan dalam

9   Selanjutnya disebut PA Banjarnegara

10 Wawancara dengan Hidayati, Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara, tanggal
9 Februari 2007
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persidangan  untuk  didengar  keterangannya.  Alat  bukti  tersebut  dijadikan

bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan.

Setelah  putusan  berkekuatan  hukum  tetap,  apabila  perkawinan  itu

dibatalkan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Akan tetapi,

jika telah diperoleh anak dalam perkawinan tersebut, anak itu tetap menjadi

anak yang sah dari orang tuanya dan berhak mewarisi dari ayah atau ibunya.

Berdasarkan permasalahan di  atas,  maka penyusun tertarik  untuk meneliti

perkara-perkara tersebut. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui

pertimbangan  yang  dipergunakan  Hakim  dalam  memutuskan  suatu  perkara

pembatalan  perkawinan,  apakah  sesuai  dengan  ketentuan  dan  peraturan

perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Hal ini penting, apalagi mengingat

apabila perkawinan yang tidak sehat tetap dilanjutkan,maka dapat menimbulkan

kemudaratan yang lebih besar.

Pemilihan  PA  Banjarnegara  sebagai  obyek  dari  penelitian  penyusun

didasarkan atas pertimbangan bahwa PA Banjarnegara merupakan salah satu PA

yang cukup banyak memutus perkara pembatalan perkawinan, jika dibandingkan

dengan PA Purbalingga yang sepanjang tahun 2001-2006 menangani 7 perkara

pembatalan perkawinan, PA Wonosobo menangani 11 perkara pembatalan dan PA

Banyumas  menangani  10  perkara  pembatalan  perkawinan.  Selama  10  tahun

terakhir,  perkara  pembatalan  perkawinan  yang  terjadi  di  PA  Banjarnegara

berjumlah 22 perkara. Tahun 1996-2000 ada 8 perkara, tahun 2001-2006 ada 14

perkara. Penyusun mengambil kisaran tahun 2001-2006 karena perkaranya lebih

banyak dan lebih berragam. 
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B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, terdapat beberapa permasalahan yang

dapat dikaji dan diteliti, antara lain :

1.Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan dan dasar

hukum  yang  dipergunakan  hakim  dalam  memutuskan  perkara-perkara

pembatalan perkawinan tersebut ?

2.Bagaimanakah akibat hukum dari pembatalan perkawinan pada perkara-

perkara tersebut ?
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C.  Tujuan dan Kegunaan

1.Tujuan

a.Untuk  menjelaskan  pertimbangan  dan  dasar  hukum  yang  dipergunakan

hakim dalam memutuskan perkara-perkara pembatalan perkawinan tersebut.

b.Untuk  menjelaskan  akibat  hukum  dari  pembatalan  perkawinan  pada

perkara-perkara tersebut.

2.Kegunaan

a.Dari  sisi  kegunaan  ilmiah,  penyusunan  skripsi  ini  diharapkan  dapat

memberikan  sumbangan  pemikiran  dalam rangka  mengembangkan  dan

memperkaya  khasanah  pengetahuan,  terutama  yang  berkaitan  dengan

perkara pembatalan perkawinan

b.Dari sisi kegunaan praktis adalah sebagai masukan bagi PA Banjarnegara

dan PA lainnya sebagai lembaga yang berkompeten dalam bidang tersebut

serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.
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D. Telaah Pustaka

Dari  hasil  telaah  yang  telah  penyusun  lakukan,  karya  ilmiah  mengenai

pembatalan perkawinan cukup banyak dilakukan, diantaranya adalah karya tulis

dalam  bentuk  skripsi  yang  ditulis  oleh  Tofik,  mahasiswa  Fakultas  Hukum

Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto dengan judul “Pembatalan Perkawinan

(Studi Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: 807/Pdt.G/1999/PA.Ba)”.1

Skripsi  tersebut  membahas  tentang  suami  yang  berpoligami  tanpa

sepengetahuan  istri  dan  tanpa  ijin  dari  Pengadilan  Agama.  Tergugat  I  yang

menikahi penggugat pada tanggal 20 Mei 1981 dan dikaruniai 2 orang anak,

ternyata  menikah  lagi  dengan  Tergugat  II  pada  tanggal  21  Desember  1998.

Hakim membatalkan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II dengan

pertimbangan bahwa Tegugat I masih menjadi suami sah dari Penggugat dan

ketika menikahi Tergugat II, ia tidak mendapat ijin Penggugat dan Pengadilan

Agama. Kemudian skripsi yang disusun oleh Awaludin Nur Imawan, mahasiswa

Jurusan  Peradilan  Agama,  Fakultas  Syari’ah,  Universitas  Islam  Negeri

Yogyakarta dengan judul “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan

Identitas  Istri  (Studi  Putusan  PA.  Purwokerto  Perkara  Nomor  :

76/Pdt.G/1995/PA.Pwt)”2.  Skripsi  ini  membahas  adanya  pemalsuan  identitas

yang dilakukan oleh Tergugat II dengan mengaku masih gadis, padahal ia telah

menjadi  istri  seorang pria.  Hakim membatalkan  perkawinan mereka  dengan

1  Tofik,  mahasiswa  Fakultas  Hukum Universitas  Wijaya  Kusuma  Purwokerto
dengan judul Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor :
807/Pdt.G/1999/PA.Ba )

2  Awaludin Nur Imawan. mahasiswa Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syari’ah,
Universitas  Islam  Negeri  Yogyakarta  dengan  judul  Pembatalan  Perkawinan  Karena  Adanya
Pemalsuan Identitas Istri (Studi Putusan PA. Purwokerto Perkara Nomor : 76/Pdt.G/1995/PA.Pwt)
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pertimbangan bahwa seorang wanita itu hanya boleh mempunyai satu suami dan

mengingat  bahwa  resikonya  akan  lebih  besar  daripada  manfaatnya.  Fairus

Mustafiq, mahasiswa Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri  Yogyakarta

dengan  judul  “Pembatalan  Perkawinan  Poligami  Dengan  Alasan  Adanya

Penipuan  Status  Calon  Suami  (Studi  Putusan  dan  Penetapan  PA Banyumas

Tahun 1997-1998) ”.3  Skripsi ini meneliti pembatalan perkawinan yang terjadi

di  PA  Banyumas  selama  Tahun  1997-1998  pada  perkara  penipuan  atau

pemalsuan identitas suami.  

Hukum Perdata Islam di  Indonesia, Studi  Kritis  Perkembangan Hukum

Islam dari  Fikih,  UU No.1/1974,  sampai  KHI  karya Amiur Nuruddin dan

Azhari Akmal Tarigan,4 membahas mengenai pembatalan perkawinan secara

khusus  dalam  bab  tersendiri.  Karangan  A.  Mukti  Arto  “Praktek  Perkara

Perdata  Pada  Pengadilan  Agama”.5 Buku  ini  membahas  tentang  acara

pembatalan  perkawinan  dan  tata  cara  pelaksanaannya.  M.  Yahya  Harahap

dalam karyanya “Hukum Acara Perdata”6 membahas mengenai hukum acara

yang berlaku pada perkara perdata termasuk pembatalan perkawinan. “Aneka

Hukum Perceraian di Indonesia” yang ditulis oleh Djamil Latief7. Di dalam

3  Fairus  Mustafiq,  mahasiswa  Fakultas  Syari’ah,  Universitas  Islam  Negeri
Yogyakarta  dengan  judul  Pembatalan  Perkawinan  Poligami  dengan  Alasan  Adanya Penipuan
Status Calon Suami ( Studi Putusan dan Penetapan PA Banyumas Tahun 1997-1998 ) 

4  Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia,
Studi  Kritis  Perkembangann Hukum Islam dari  Fikih,  UU No.1/1974  sampai  KHI   (Jakarta  :
Prenada Media, 2004)

5  A.  Mukti  Arto,  Praktek  Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan  Agama,  cet.ke-6
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)

6  Yahya Harahap,  Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)  

7  Djamil  Latief,  Aneka  Hukum  Perceraian  di  Indonesia (Jakarta  :  Ghalia
Indonesia, 1985)
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buku  ini  terdapat  berbagai  macam  perceraian  yang  terjadi  di  Indonesia,

termasuk  didalamya  terdapat  pembatalan  perkawinan.  Kemudian  Undang-

undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.8

Wahbah az-Zuhaili> dalam kitab  “Al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu “9

pada juz VII tentang  al-ah}wal asy-syakhs}iyyah. Kitab tersebut membahas

secara lengkap mengenai hukum keluarga. As-Sayyid Sabiq dalam kitab “Fiqh

As-Sunnah ”10,  membahas  munakahat  dalam bab tersendiri,  serta  al-Jaziri>

dengan kitabnya “Al-Fiqh 'Ala> al-Maz\a>hib al-Arba'ah ”.11

Berdasarkan hasil  telaah tersebut,  penyusun mengambil  judul  “Tinjauan

Hukum IslamTerhadap Pembatalan Perkawinan Di PA Banjarnegara Tahun

2001-2006” karena judul tersebut berbeda dengan skripsi-skripsi yang sudah

dilakukan.  Meskipun  banyak  mahasiswa  yang  mengangkat  judul  tentang

pembatalan perkawinan namun mayoritas hanya membahas satu perkara saja,

penyusun  berusaha  untuk  menyusun  skripsi  yang  berbeda,  yaitu  dengan

mengangkat beberapa perkara sekaligus.

8  Undang-Undang  Perkawinan  di  Indonesia  Dilengkapi  Dengan  Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia (Surabaya : Arkola)

9  Wahbah az-Zuhaili>,  Al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu  (Damsyik:  Da>r al-
Fikr, 1989)

10  As-Sayyid Sabiq,  Fiqh As-Sunnah, alih bahasa Moh. Thalib, cet.ke-1 (Bandung:
Al-Ma'arif, 1996)

11  Al-Jaziri>,  Al-Fiqh 'Ala> al-Maz|a>hib al-Arba'ah (Beirut: Da>r al-Kutub al-
Ilmiyyah,t.t.)
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E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik yang dimaksud adalah landasan teori yang dipergunakan

penyusun  sebagai  problem  solving  tentang  pembatalan  perkawinan  di  PA

Banjarnegara.

Diputusnya  suatu  pembatalan  perkawinan  oleh  PA Banjarnegara  karena

proses perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum  yang berlaku

merupakan  suatu  putusan  yang  didasarkan  pada  peraturan  perundang-

undangan dan asas  kemaslahatan umat.  Dalam UU No.1 Tahun 1974 pada

Pasal 5 ayat 1 huruf a dijelaskan bahwa seorang suami yang hendak menikah

lagi harus ada ijin atau persetujuan dari istri, lebih jelas lagi disebutkan dalam

KHI  bahwa  perkawinan  dapat  dibatalkan  jika  seorang  suami  melakukan

poligami tanpa ijin Pengadilan Agama.1

Berdasarkan kemaslahatan suatu perkawinan yang melanggar ketentuan-

ketentuan  hukum dapat  dibatalkan,  karena  mengakibatkan  timbulnya  suatu

mud}arat bagi  salah  satu  pihak yang merasa  dirugikan,  bisa  juga  terhadap

pihak-pihak  lain  yang  mempunyai  ikatan  perjanjian  dengan  perkawinan

tersebut. Maka pada prinsipnya suatu kemud}aratan harus dihilangkan sesuai

dengan kaidah yang berbunyi :

2الضرر يزال

Pada  asasnya  seorang  pria  hanya  boleh  mempunyai  seorang  istri  dan

sebaliknya,  seorang  wanita  hanya boleh mempunyai  seorang suami.  Islam

1  Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf a

2  Al-Jaziri>,  Al-Fiqh 'Ala> al-Maz|a>hib al-Arba'ah  (Beirut: Da>r al-Kutub al-
Ilmiyyah,t.t.), IV : 8-9
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hanya meyakini  monogami sebagai bentuk perkawinan yang sah dan hanya

dalam keadaan darurat  saja  seorang suami dapat  melaksanakan perkawinan

lebih dari satu istri, sedang bagi seorang istri tidak dapat memiliki lebih dari

seorang suami. Poligami menurut Islam, baik secara teori maupun prakteknya

bukan suatu perkawinan yang harus dilakukan, melainkan sebagai jalan keluar.

Sedang  poliandri,  dimana  seorang  wanita  yang  masih  menjadi  istri  orang,

menikah lagi  dengan pria  lain dilarang oleh Islam.  Hal  ini  jelas-jelas telah

melanggar ketentuan yang berlaku dan harus dibatalkan.

Apabila suatu perkawinan itu disahkan akan menimbulkan mud}arat yang

lebih besar, sedangkan untuk membatalkannya akan membawa mud}arat yang

lebih ringan, maka selayaknya perkawinan tersebut dibatalkan. Ini didasarkan

pada kaidah yang berbunyi :

بارتكاب ا  ضرر ا  اعظمهم ي  روع ن  مفسدتا ض  تعار ا  إذ

3 اخفهما

Poligami dan poliandri yang berujung pada pembatalan, biasanya tata cara

pelaksanaannya tidak  benar.  Agar  terlepas  dari  peraturan  hukum yang ada,

maka perkawinan  dilakukan dengan  cara  diam-diam dan tidak  jujur.  Tidak

jujur disini adalah dengan memalsukan identitas dan status para pihak atau salah

satu pihak. Kepada petugas pencatat perkawinan, mereka mengaku masih jejaka

bagi yang pria dan perawan bagi yang wanita. Peristiwa ini bertentangan dengan

pernyataan bahwa seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain

tidak dapat kawin lagi, kecuali bagi suami dan itupun harus mendapat ijin dari

3  Ibid.
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pengadilan. 4  

Sejenis  dengan  poligami  dan  poliandri  yang memalsukan  identitas  dan

status,  terjadinya salah  sangka terhadap para pihak pun menjadi  salah satu

alasan suatu perkawinan harus dibatalkan. Salah sangka yang dimaksud adalah

digantikannya  atau  diwakilkannya  calon  mempelai  tanpa  diketahui

kebenarannya oleh petugas. Hal ini bisa saja terjadi karena pada saat terjadi

pemeriksaan  dan  dilangsungkannya  perkawinan,  para  pihak  tidak

memberitahukan bahwa calon mempelai diwakilkan oleh orang lain, sehingga

pada akhirnya perkawinan tetap dilaksanakan.

Perkawinan  tersebut  dilakukan  dengan  tidak  jujur  dan  memalsukan

identitas.  Hal  tersebut  merupakan  perbuatan  melanggar  hukum  dan  dapat

merugikan salah satu pihak karena merasa dirinya ditipu. Akibatnya salah satu

pihak tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dan kalaupun dilanjutkan

akan  berakibat  memburuknya  rumah  tangga  dan  Allah  tidak  menghendaki

yang demikian.5

Sehubungan dengan masalah di  atas,  Undang-Undang Perkawinan telah

memperingatkan  adanya  salah  sangka  terhadap  diri  suami  atau  istri  serta

pemalsuan  identitas  oleh  salah  satu  pihak.  Kaitannya  dengan  hal  tersebut,

barangsiapa keberatan dengan adanya pemalsuan identitas dapat mengajukan

permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama.

Dalam memeriksa  perkara,  majlis  hakim perlu  meneliti  dan  menelusuri

4  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3

5  Kamal  Mukhtar,  Asas-asas  Hukum  Islam  Tentang  Perkawinan,  cet.ke-3
(Jakarta : Bulan Bintang, 1983), hlm.212
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secara seksama terhadap bukti yang dijadikan bahan gugatan, sehingga hakim

benar-benar yakin terhadap alat bukti tersebut, sebab dalam memutus perkara

hakim tidak cukup berdasarkan persangkaan saja, sebagaimana firman Allah : 

ياأيها الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم

6نادمين

Ayat tersebut mengandung pengertian dan kaidah bahwa hakim sebelum

memeriksa perkara harus memeriksa dan meneliti  terhadap berita  (gugatan)

supaya kebenaran dan kepastian dapat diyakini.

Dalam sidang pemeriksaan perkara gugatan, hakim dituntut untuk benar-

benar  mengakui  kebenaran  bukti-bukti  yang  telah  diteliti,  sehingga  bukti

tersebut  dapat  dipertanggungjawabkan  kebenarannya.  Hal  ini  akan

memudahkan majelis  hakim dalam memutuskan suatu perkara dan menepis

hal-hal yang menjadi keraguan, sebagaimana dalam kaidah hukum Islam :

7اليقين ل يزال بالشك 

Putusan pembatalan perkawinan oleh PA Banjarnegara merupakan suatu

putusan  yang  didasarkan  atas  kemaslahatan  namun  tidak  menutup

kemungkinan ada pihak yang merasa dirugikan. Bila dilihat lebih lanjut pada

prinsip suatu hukum dalam hal ini  antara ketentuan hukum yang mencegah

dengan  ketentuan  hukum  yang  menghendaki  pelaksanaan  suatu  perbuatan

lebih dikedepankan suatu ketentuan yang mencegah, sesuai kaidah :

6  Al-H{ujura>t (49) : 6

7  Al-Jaziri>, Al-Fiqh…, IV : 8-9
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8 اذا تعارض المانع والمقتض يقدم المانع

Dengan  melihat  perkara  yang  ada  maka  permasalahan  yang  perlu

pembahasan yang lebih lengkap dan akurat adalah dengan memberikan solusi

atas putusan yang tepat dan seadil-adilnya dengan merujuk dan berdasarkan

pada ketentuan hukum.

Berdasarkan teori-teori  di  atas, penyusun berusaha untuk menggunakannya

dalam  menganalisis  permasalahan  yang  ada  dalam  perkara  pembatalan

perkawinan  karena  pemalsuan  identitas  suami  atau  istri  dan  terjadinya  salah

sangka calon mempelai. 

8  Ibid.
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F. Metode Penelitian

Dalam  melakukan  penelitian  terhadap  masalah  di  atas,  penyusun

menggunakan metode sebagai berikut :

1.Jenis Penelitian

Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  lapangan  (field

research),  yaitu  peneliti  langsung terjun  ke  lapangan  atau  tempat  yang

menjadi obyek penelitian, dalam hal ini PA Banjarnegara menjadi obyek

untuk  mengkaji  dan  menelusuri  bahan-bahan  yang  relevan  dengan

permasalahan yang diangkat.

2.Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah  deskriptik-analitik.  Deskriptik adalah menjelaskan

suatu gejala  atau  fakta,  sedang  analitik merupakan sebuah upaya untuk

mencari dan menata secara sistematis data penelitian, kemudian dilakukan

penelaahan  guna  mencari  makna.1 Penelitian  ini  ditujukan  untuk

mendeskripsikan  secara  terinci  obyek  yang  diteliti,  yaitu  perkara

pembatalan  perkawinan  untuk  kemudian  dianalisis  dengan  kerangka-

kerangka teoretik yang telah dirumuskan.

3.Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih sampel

yang  mempunyai  karateristik  yang  dapat  mewakili  karakter  populasi.2

Populasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah semua perkara pembatalan

1  Jujun Suria Sumantri, Pedoman Penulisan Ilmiah (Jakarta: IKIP Negeri, 1987),
hlm.35

2  Ida  Bagus  Mantra,dkk.,  Penentuan  Sample  Dalam  Buku  Metode  Penelitian
Survey, disunting oleh Masri Singarimbun dkk (Jakarta: LP3S, 1989), hlm.169

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



perkawinan  di  PA Banjarnegara  selama  tahun  2001-2006  dan  sampelnya

adalah pengambilan 3 perkara, yaitu perkara Nomor: 808/Pdt.G/2002/PA.Ba

tentang  pemalsuan  identitas  calon  suami,  perkara  Nomor:

568/Pdt.G/2005/PA.Ba  tentang  pemalsuan  identitas  calon  istri,  perkara

Nomor:  691/Pdt.G/2002/PA.Ba  tentang  terjadinya  salah  sangka  calon

mempelai pria. Alasan penyusun mengambil sampel-sampel di atas adalah

karena dari 14 perkara yang ada, 3 perkara tersebut menarik untuk dikaji dan

mewakili perkara lain yang mayoritas perkara pemalsuan identitas.

4.Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

a.Dokumentasi,  yaitu  metode  pengumpulan  data  dengan  cara

mengumpulkan  bahan-bahan  tertulis  sebagai  dokumen,  dalam  hal  ini

berkas  salinan  putusan  pembatalan  perkawinan di  PA Banjarnegara  dan

bentuk lain seperti buku dan majalah.

b.Interview/wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya

jawab  yang  dilakukan  secara  sistematis  dan  berdasarkan  pada  tujuan

penelitian. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Panitera yang ada

di PA Banjarnegara. Metode ini digunakan sebagai alat pelengkap untuk

memperoleh data.

5.Pendekatan

a.Pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan

melihat  sisi  baik dan buruknya berdasarkan kacamata al-Qur'an,  sunnah

dan kaidah-kaidah fiqhiyah.
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b.Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang didasarkan pada perundang-

undangan dan peraturan yang berlaku.

6.Analisis Data

Setelah  data  terkumpul,  langkah  selanjutnya  adalah  menganalisis  data

tersebut dengan :

a.Induksi, yaitu metode analisis data dari hal-hal yang bersifat khusus untuk

kemudian  digeneralisasi.  Dengan  metode  ini,  diuraikan  terlebih  dahulu

permasalahan seputar pembatalan perkawinan di PA Banjarnegara, kemudian

dianalisis dan diinterpretasikan secara obyektif

b.Deduksi,  yaitu  metode  analisis  data  dari  hal-hal  yang  bersifat  umum

kepada  hal-hal  yang  bersifat  khusus.  Dengan  metode  ini,  dianalisis

pembatalan  perkawinan  dengan  tinjauan  normatif  maupun  yuridisnya.

Norma-norma  yang  ada  dalam  al-Qur’an,  Hadis} dan  kaidah-kaidah

fiqhiyah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku diterapkan pada

fenomena pembatalan perkawinan yang terjadi.
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G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang disajikan dalam skripsi ini adalah

sebagai berikut :

Bab Pertama : Sebagai pintu masuk menuju kepada pembahasan selanjutnya.

Bab ini  merupakan bagian  pendahuluan  yang akan menjelaskan tentang latar

belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka

teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua :  Sebelum melangkah lebih  jauh,  maka terlebih  dahulu  perlu

dipahami konsep-konsep pembatalan perkawinan yang berkembang saat ini serta

konsep yang dipergunakan penyusun, sehingga diketahui diantara konsep-konsep

yang ada, konsep pembatalan perkawinan seperti apa yang menyebabkan suatu

perkawinan  itu  harus  dibatalkan.  Dikemukakan  juga  alasan-alasan  dapat

dibatalkannya  suatu  perkawinan  dan  pihak-pihak  mana  saja  yang  dapat

mengajukan pembatalan perkawinan.

Bab  Ketiga  :  Memberikan  gambaran  umum  tentang  kasus  pembatalan

perkawinan  yang  masuk  ke  PA  Banjarnegara,  putusan  terhadap  kasus

pembatalan perkawinan dan dasar hukum yang dipergunakan.

Bab Keempat : Merupakan sintesis dari bab kedua dan bab ketiga. Bab ini

merupakan  analisis  dari  kasus  pembatalan  perkawinan  karena  pemalsuan

identitas dan terjadinya salah sangka, mulai dari fenomena kasus pembatalan

itu sendiri,  pertimbangan dan landasan hukum dari  putusan tersebut hingga

akibat hukum yang terjadi dari pembatalan perkawinan tersebut.

Bab  Kelima  :  Bab  ini  merupakan  kesimpulan  yang  berisikan  jawaban
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terhadap pokok permasalahan yang telah dikemukakan serta beberapa masukan

dalam bentuk saran-saran yang konstruktif.
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A. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan pada bab-bab di atas, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pertama,  pertimbangan  hukum  yang  dipergunakan  oleh  Hakim  dalam 

memutus  perkara  pembatalan  perkawinan  adalah  untuk  menghindarkan 

adanya  mud}arat yang lebih  besar  lagi  jika  hubungan  perkawinan  tetap 

diteruskan. Hakim dengan melihat bukti-bukti yang ada serta tanpa keraguan 

dapat memutuskan pembatalan perkawinan. Dalam skripsi ini ada tiga perkara 

yang penyusun angkat.  Perkara  pertama adalah pemalsuan identitas  suami, 

yaitu antara SK (Penggugat) melawan MF (Tergugat I) dan SY (Tergugat II), 

dimana  MF yang  telah  menikah  dengan  SK dan  dikaruniai  2  orang  anak, 

menikah lagi dengan SY dan mengaku masih jejaka. Pada saat akan menikahi 

SY, MF tidak meminta ijin kepada SK sebagai istri pertama dan tanpa ijin dari 

Pengadilan  Agama  untuk  berpoligami,  sehingga  MF  telah  melanggar  UU 

Nomor  1  Tahun  1974  Pasal  3  ayat  (2)  dan  Pasal  5  ayat  (1).  Dalam 

pertimbangannya, hakim menggunakan Pasal 24 dan 25 UU Perkawinan jo 

Pasal  71 dan 74  KHI sebagai  landasan hukum dalam mengambil  putusan. 

Perkara kedua pemalsuan identitas istri, yaitu antara AK melawan AT dan AM, 

dimana pada saat AM menikah dengan AT mengaku masih perawan, padahal 

ia  telah  terikat  perkawinan  dengan  seorang  pria  bernama  TY.  Dalam 

pertimbangannya, hakim menggunakan Pasal 9 UU Perkawinan jo Pasal 71 

KHI  sebagai  landasan  hukum  dalam  mengambil  putusan.  Perkara  ketiga 

adalah salah sangka terhadap calon mempelai pria, yaitu antara SKD melawan 
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SR,  SM,  SA dan  HS.  SR  yang  tidak  mau  menikah  dengan  SM  pergi  ke 

Bandung  untuk  menghindari  pernikahan.  Akan  tetapi,  pernikahan  tetap 

berlangsung dengan SA sebagai pengganti SR tanpa ada surat kuasa yang sah 

dari SR untuk mewakilkan. Pertimbangan hakim dalam putusan adalah Pasal 

14 dan Pasal 29 ayat (2) KHI serta kaidah-kaidah fiqhiyah.

Kedua,  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  pada  perkara-perkara  di  atas 

adalah sebagai berikut : 1) Perkara antara SK melawan MF dan SY. Anak hasil 

pernikahan MF dan SY tetap menjadi anak yang sah dari keduanya. MF tetap 

menjadi suami yang sah dari istri pertamanya, SK. Harta yang didapatkan dari 

hasil pernikahan mereka dibagi. 2) Perkara antara AK melawan AT dan AM. 

AM tetap  menjadi  istri  yang  sah  dari  TY.  Pernikahan  antara  AM dan  AT 

dianggap tidak pernah ada. Pernikahan mereka tidak dikaruniai anak. Harta 

yang didapatkan dari hasil pernikahan mereka dibagi. 3) Perkara antara antara 

SKD melawan SR, SM, SA, dan HS. Pernikahan SR dengan SM dianggap 

tidak pernah ada. Anak yang sedang dikandung oleh SM tetap menjadi anak 

dari SR. Tidak ada pembagian harta bersama karena keduanya tidak pernah 

tinggal bersama.
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B. Saran

1. Pembatalan  perkawinan seharusnya  tidak perlu  terjadi dalam kehidupan 

rumah  tangga.  Untuk  menghindari  terjadinya  pembatalan  tersebut 

alangkah baiknya jika para pihak yang hendak melangsungkan pernikahan 

harus  benar-benar  telah  terpenuhi  syarat-syarat  dan  rukunnya.  Apabila 

terdapat  kekurangan  dalam  syarat  atau  rukunnya,  maka  sebaiknya 

dilakukan  penundaan  hingga  terpenuhi  semua  syarat  dan  rukun  nikah, 

bukan memaksakan diri untuk tetap menikah tetapi akhirnya dibatalkan. 

Namun jika  kekurangan itu  memang tidak dapat  dipenuhi  atau  karena 

memang terdapat larangan untuk menikah maka pernikahan seyogyanya 

tidak dilaksanakan.

2. Hakim  perlu  untuk  memperlihatkan  wawasannya  dalam  penguasaan 

hukum  dengan  mengambil  pertimbangan-pertimbangan  dari  al-Qur’an, 

Hadis} serta  qaul fuquha. Selain menambah kewibawaan, putusan juga 

lebih  bisa  dipertangggungjawabkan  kepada  masyarakat.  Dalam 

penyusunan putusan juga perlu diperhatikan mengenai bahasa, kalimat dan 

tanda baca.  Hal ini  dimaksudkan agar putusan tersebut tidak kabur dan 

lebih mudah dipahami oleh pembacanya.

3. Pegawai  Pencatat  Nikah  dalam  memeriksa  dan  meneliti  kelengkapan 

surat-surat dan syarat-syarat melangsungkan pernikahan hendaknya lebih 

cermat  lagi,  sehingga  dapat  meminoritaskan  adanya  kasus  pembatalan. 

Kepala  Kantor  Urusan  Agama  dan  Stafnya  juga  perlu  melakukan 

pengawasan  yang  lebih  ketat  lagi  agar  dapat  menghindari  adanya 
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kesalahan prosedur nikah.
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Bab No. FN Hlm Terjemah
1 1

6

23

24

27

28

29

1

3

12

13

14

15

15

Dan  segala  sesuatu  Kami  ciptakan  berpasang-pasangan
supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah

Bagaimana  kamu  akan  mengambilnya  kembali,  padahal
sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain
sebagai  suami-istri.  Dan  mereka  (istri-istrimu)  telah
mengambil dari kamu perjanjian yang kuat

Suatu kemud}aratan harus dihilangkan

Apabila bertentangan dua mafsadat, dicermati diantara dua
mafsadat itu mana yang lebih berat dan mana yang lebih
ringan, maka dipilih yang lebih ringan mafsadatnya

Hai  orang-orang  yang  beriman,  jika  datang  kepadamu
orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan
teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada
suatu  kaum  tanpa  mengetahui  keadaannya  yang
menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu

Keyakinan tidak dapat dihapus dengan keragu-raguan

Apabila  saling  bertentangan  ketentuan  hukum  yang
mencegah  dengan  yang  menghendaki  pelaksanaan  suatu
perbuatan, niscaya didahulukan yang mencegah

3 4

5

52

53

Orang  yang melakukan  akad,  baik  untuk  dirinya  sendiri
atau orang lain adalah mampu untuk melakukan akad

Maka tidak sah nikah kecuali atas suami istri yang tertentu
keduanya,  karena  yang  dimaksud  dalam  nikah  adalah
tertentunya suami  istri,  maka tidak sah tanpa tertentunya
suami-istri
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Mencegah  kemud}aratan  didahulukan  atas  mengambil
maslahah

Dan  (diharamkan  juga  kamu  mengawini)  wanita  yang
bersuami,  kecuali  budak-budak yang kamu miliki  (Allah
telah  menetapkan  hukum  itu)  sebagai  ketetapanNya atas
kamu.   Dan dihalalkan bagi  kamu selain  yang demikian
(yaitu) mencari  istri-istri  dengan hartamu untuk dikawini
bukan untuk berzina.

Orang  yang melakukan  akad,  baik  untuk  dirinya  sendiri
atau orang lain adalah mampu untuk melakukan akad

Maka tidak sah nikah kecuali atas suami istri yang tertentu
keduanya,  karena  yang  dimaksud  dalam  nikah  adalah
tertentunya suami  istri,  maka tidak sah tanpa tertentunya
suami-istri
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DAFTAR PERTANYAAN

1. Sepanjang  tahun  2001-2006  ada  berapa  kasus  pembatalan  perkawinan  yang

masuk ke Pengadilan Agama Banjarnagara?

2. Apakah yang melatarbelakangi terjadinya pembatalan perkawinan?

3. Mengapa  pemalsuan  identitas  dilakukan  untuk  menutupi  terhalangnya  suatu

pernikahan?

4. Mengenai salah sangka, mengapa pihak-pihak yang mengetahui yang sebenarnya

tidak melaporkan ke PPN?

5. Apa alasan-alasan para pihak melakukan penipuan atau pemalsuan tersebut?

6. Bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara-perkara  pembatalan

perkawinan tersebut?

7. Bagaimana prosedur pelaksanaan pernikahan yang benar?

8. Mengapa sampai terjadi pelaksanaan pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan

apakah hal tersebut berhubungan dengan kurangnya pengawasan dan ketelitian

dari pihak KUA?  
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